BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 200/ %3 TaHuN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN
KARIER PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan
Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 229),

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN :

Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan fungsi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a.

melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan
penegakan Perda dan Undang-Undang;

melakukan pendataan PPNS;

menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis
penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam

menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak
pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;

memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait
kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah,
tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;

melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum
lainnya;

memfasilitasi administrasi PPNS; dan

h. menyampaikan laporan pelaksanaan Kkegiatan secara

berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam)
bulan sekali.

Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana,

melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;
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d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakanpenghentian penyidikan; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 yAMuA®Rt 2022

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK BURYAN A

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1.
2.

3.

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di
Sukoharjo;

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di
Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.
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Lampiran :

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/83 TAMuUN acaa

Tanggal : 4 JANuUARL 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN
KARIER PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022
KEDUDUKAN
NO JABATAN/ INSTANSI RAN
A e DALAM TIM__| KETERANGAN
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi Arahan
dan Petunjuk
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung Mengkoordiniasi
Sukoharjo Jawab Seluruh Kegiatan
3. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ketua Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo terhadap
Pelaksanaan
Kegiatan
4. | Kepala Bidang Penegakan Perundang- Sekretaris Melaksanakan
undangan Daerah pada Satuan Polisi Tugas di Bidang
Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Kesekretariatan
5. | Bima Hani Kusuma, SH. Anggota Melaksanakan
NIP. 19850603 201101 1 012 tugas sesuai
Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada dengan bidang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
6. | Hartopo Widi Saputro, SH. Anggota Melaksanakan
NIP. 19700308 199003 1 004 tugas sesuai
Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada dengan bidang
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, tugasnya
Sukoharjo
BUPATI SUKOHARJO, /I

>

ETIK BURY, /



